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TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI 
ONLINE MELALUI REKENING BERSAMA (REKBER) 





Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli online 
melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus. (2) Mengetahui 
perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online melalui Rekening 
Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 
kesimpulan bahwa: (1) Pelaksanaan perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada 
FJB Kaskus dilakukan dengan mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 
1313 serta sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. (2) Perlindungan hukum bagi penjual 
dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen, 
Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha, dan Pasal 7 
mengenai kewajiban pelaku usaha. Sementara perlindungan hukum yang dilakukan pihak 
kaskus jika terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam transaksi jual beli 
adalah melakukan pemblokiran terhadap akun yang terbukti melakukan wanprestasi.  
 





The purpose of this study were: (1) Knowing the implementation of online purchase 
agreement through the Joint Account (Rekber) On Site Media Store Kaskus. (2) Know the 
legal protection for the parties in the purchase agreement online through the Joint Account 
(Rekber) On Site Media Store Kaskus. Based on the analysis we concluded that: (1) The 
sale and purchase agreement online via rekber at FJB Kaskus shall refer to the terms of a 
legal contract, namely Article 1313 and in accordance with Article 1320 of the Civil Code. 
(2) Legal protection for sellers and buyers who use the services rekber been regulated in 
Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection that is on Article 4 concerning the rights of 
consumers, Article 5 on the obligations of consumers, among others follow the procedures 
for use of goods, acting in good faith to make purchases of goods and pay according to the 
agreement, Article 6 concerning the right businesses, and Article 7 of the obligations of 
businesses. While legal protection can be carried out by the DJ in case of problems related 
to the use of services rekber in sale and purchase transactions is doing the blocking of 
accounts that are proven in default. 
 








Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah 
teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection network). Internet 
sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk 
berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling 
mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk 
untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini 
dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce.
1
 E-Commerce 
merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan 
komputer, yaitu internet.  
Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu 
sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun 
dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap 
muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa 
kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak 
pun dilakukan secara elektronik. Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang 
biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen 
pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti 
barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless).
2
 E-
commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini 
memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan 
biaya dan waktu.  
Melalui e-commerce, contohnya dalam situs www.kaskus.co.id dimana pihak 
pembeli (buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli (buyer) 
mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, buyer 
mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan 
pesan singkat kepada penjual (seller). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi 
kesepakatan maka seller dan buyer akan menentukan mekanisme pembayaran.  
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Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer melakukan transfer 
sejumlah uang kepada seller. Setelah buyer melakukan transfer uang maka seller 
mengirimkan barang kepada buyer. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer 
tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. 
Buyer dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme 
transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan cash on delivery 
(COD), kaspay, dan rekening bersama (rekber).  
Cash on delivery adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi 
barang dan kelengkapan, negoisasi, kemudian melakukan pembayaran. KasPay adalah 
sistem pembayaran online dari PT. Darta Media Indonesia yang juga pengelola Kaskus 
sendiri, pengguna kaspay cukup membuat account pada situs www.kaspay.com.  
Mekanisme pelaksanaan rekber dilakukan dengan cara si penjual dan si pembeli 
melakukan negosiasi lalu sepakat menggunakan jasa rekening bersama, selanjutnya si 
pembeli mentransferkan dananya sebesar harga barang yang dijual si penjual ke pihak 
rekening bersama, lalu pihak rekening bersama menahan uang tersebut sampai ada 
konfirmasi dari si pembeli bahwa barang telah sampai ke tangannya. Kegiatan selanjutnya 
adalah si penjual mengirimkan barang yang sudah dibeli, dan sudah dibayarkan oleh si 
pembeli selanjutnya si pembeli barang mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima 
(dapat dicek dari RESI Pengiriman barang misal menggunakan Jasa JNE). Setelah barang 
sudah diterima oleh pembeli maka pihak rekening bersama mengirimkan (transfer) uang 
kepada si penjual. 
Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan 
kenyamanan transaksi online pembeli. Pelaksanaan jual beli sacara online dalam 
prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya 
bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, 
tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung 
jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang 
merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Prosedur yang diisi oleh seorang rekber 
belum tentu sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang rekber 
mengisikan identitas palsu. Kaskus sendiri tidak memiliki data yang dapat mengetahui 
apakah identitas tersebut asli atau palsu dan Kaskus tidak bertanggung jawab apabila 
terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekening bersama. Penggunaan jasa rekber 
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yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUITE masih terbuka 
kemungkinan dilanggar. 
Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat 
sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang 
halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut 
sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada 
Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika 
pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi 
karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah. 
Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber yang banyak digunakan pada 
saat ini.  
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah 
pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau 
masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah kaskus dan rekber. 
Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem 
elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta 
bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli 
online melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus. (2) 
Mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online melalui 
Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus. 
 
2. METODE 
Teknik analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  
pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 
telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin 







3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada 
Situs Toko Media Kaskus 
Perjanjian jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) pada Situs Toko 
Media Kaskus yang melibatkan antara buyer, seller dan rekber sudah  dengan ketentuan 
Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah “Suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih”. Dengan demikian dapat peneliti kemukakan bahwa perjanjian jual beli online 
dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu dalam perjanjian jual 
beli online melibatkan tiga pihak yaitu buyer selaku pembeli, seller selaku penjual dan 
rekber sebagai perantara. 
Pelaksanaan jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) pada Situs Toko 
Media Kaskus juga sudah mengacu pada ketentuan Pasal 1320 yaitu adanya unsur 
kesepakatan. Unsur kesepakatan merupakan penerapan asas konsensualisme, yaitu suatu 
perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah 
pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Dengan 
demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila dilahirkan, 
harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, pada 
dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian 
tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara 
melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban 
untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. 
Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui 
penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang 
memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan 
kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal yang 
demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus 
berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal 
yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. 
Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua 
pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk 
dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan 
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mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati 
tersebut. 
Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, pada umumnya diantara para pihak 
akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau yang umumnya dinamakan negosiasi. 
Dalam negosiasi tersebut salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan 
menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang yang 
dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan 
diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak, pernyataan yang disampaikan 
tersebut dikenal dengan nama penawaran. Jadi, penawaran itu berisikan kehendak dari 
salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian yang disampaikan oleh lawan pihaknya untuk 
memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut yang kemudian akan terwujud 
sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang 
melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran 
yang disampaikan oleh oleh yang melakukan penawaran dalam hal pihak lawan dari pihak 
yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah 
kesepakatan tersebut.  
Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut memang menimbulkan 
keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan dalam transaksi e-commerce ini. Pada 
umumnya dalam transaksi e-commerce dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang 
kesepakatan dalam transaksi e-commerce. Pertama ada pendapat hukum yang menyatakan 
bahwa sepakat dalam transaksi terjadi pada saat pengklikan tombol send oleh pihak 
pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara 
penjual dan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, pada saat pembeli 
bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, maka terms of conditions yang 
diiklankan oleh penjual dalam website terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli. 
Pendapat kedua didasarkan pada acuan bahwa kata sepakat dalam transaksi e-commerce 
terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui e-mail diterima oleh penjual atau 
informasi di bawah kontrol dari penjual.
3
  
Dalam transaksi jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus, pihak 
yang menawarkan adalah seller yang dalam hal ini membuat thread barang atau jasa yang 
dijual. Barang dan atau jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh siapa saja. Jika calon buyer 
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tertarik untuk melakukan pembelian maka calon buyer melakukan pesanan dengan posting 
ke thread seller. menelpon atau langsung mengirim pesan singkat ke nomor pribadi seller. 
Menelpon atau mengirim pesan singkat dimungkinkan karena pada umumnya seller 
mencantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Setelah terjadi kesepakatan 
mengenai harga maka buyer dan seller akan menentukan rekber mana yang akan 
digunakan. Setelah sepakat menggunakan rekber tertentu maka rekber akan menjelaskan 
hal-hal yang perlu diketahui oleh seller dan buyer. Buyer akan mengirimkan uang ke 
rekening rekber. Rekber akan mengkonfirmasikan kepada seller bahwa uang telah diterima 
rekber dan meminta seller untuk mengirimkan barang.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, para pengguna rekber baik seller 





 dan private mesagge.
6
 Lebih lanjut bahwa kesepakatan terjadi pada saat calon 
buyer menyetujui harga yang diajukan seller. Dalam hal terdapat beberapa calon buyer, 
maka calon buyer dengan siapa kesepakatan tersebut akan dibuat, dipilih berdasarkan 
waktu yang tercantum dalam thread yang berisikan persetujuan calon pembeli atas harga 
yang diminta penjual dan calon pembeli yang dipilih akan mendapat konfirmasi melalui 
private message sedangkan para calon pembeli yang lain akan mendapat posting pada 
thread yang berisi pemberitahuan bahwa barang yang ingin dibeli sudah terjual.  
Pelaksanaan jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) pada Situs Toko 
Media Kaskus sudah sesuai ketentuan Pasal 1320 yaitu adanya unsur kecakapan. 
Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk bertransaksi 
dalam FJB Kaskus sendiri seseorang baik untuk menjadi seller atau buyer dapat dilakukan 
oleh seseorang yang belum dewasa karena pada situs kaskus, seseorang yang ingin menjadi 
member cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan pihak Kaskus. Pada format 
pendaftaran member Kaskus, seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama 
akun, password akun, email, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir, dan lokasi member.  
Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam 
kontrak e-commerce, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi 
hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan 
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pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
termasuk ke dalam syarat subjektif. Dengan demikian berdasar uraian tersebut maka dapat 
ditarik disimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) tetap 
sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya 
sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah 
satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap 
melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. 
Pelaksanaan jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) pada Situs Toko 
Media Kaskus sudah sesuai ketentuan Pasal 1320 yaitu adanya unsur suatu hal tertentu. 
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian 
harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan 
jumlahnya, objek perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum. Pada dasarnya 
transaksi konvensional dan transaksi secara online tidaklah berbeda jauh. Para calon 
pembeli dalam transaksi konvensional dapat melihat wujud objek perjanjian, memeriksa 
secara langsung, terdapat penyerahan secara langsung, serta tempat transaksi. Jual beli 
secara online pada FJB Kaskus hal tersebut juga terjadi tetapi produk yang diperjualbelikan 
tidak tampak secara fisik, produk diiklankan pada suatu thread yang biasanya berisi 
gambar/foto produk, informasi produk, dan bagaimana cara bertransaksi. Baik jual beli 
konvensional maupun jual beli secara online pada FJB Kaskus memenuhi syarat mengenai 
suatu hal tertentu.  
Berdasarkan uraian di atas maka di dalam jual beli secara online pada FJB 
Kaskus juga ada suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian sebagaimana yang 
disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya. 
Pelaksanaan jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) pada Situs Toko Media 
Kaskus sudah sesuai ketentuan Pasal 1320 yaitu adanya unsur suatu sebab yang halal. 
Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan 
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal, berarti 
perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 
KUHPerdata ditentukan bahwa: ”Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 
karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”  
Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini 
adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu 
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sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang 
dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan 
dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian 
ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata ditentukan bahwa: “jika tidak dinyatakan 
sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, 
daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.  
Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan bahwa adanya kausa itu menunjukkan 
adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak 
dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah. Sebab yang halal adalah mutlak 
untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut 
haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu pejanjian atau kontrak, 
dalam Pasal 1337 KUHPerdata mengatur bahwa: “suatu sebab adalah terlarang apabila 
dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban 
umum”  
Berdasarkan pembahasan di atas, jika keempat syarat sahnya perjanjian dipenuhi 
dalam perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada FJB Kaskus maka 
telah terjadi perikatan diantara mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang 
berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Akibat hukum yang 
timbul jika tidak terpenuhi keempat syarat tersebut ada dua. Syarat pertama dan kedua 
disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Akibat hukum 
yang timbul apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat 
dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu 
pihak merasa dirugikan untuk membatalkannya.  
Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut 
perjanjiannya sendiri atau objek perjanjian yang dilakukan. Akibat hukum yang timbul 
apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perjanjian jual beli secara online melalui 
rekber pada FJB Kaskus adalah sah karena memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian 
yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun 
dalam hal kecakapan tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan 
dapat dibatalkan apabila salah satu pihak mengajukan untuk melakukan pembatalan. 
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Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui 
Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus 
Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan 
antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut 
berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan 
juga hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara 
konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang 
disingkat UUPK. Begitupun dengan hak dan kewajiban dari penjual atau pelaku usaha 
yang juga dilindungi oleh UUPK.  
Berdasarkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang di atur di 
dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya. 
Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka 
pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi. 
Sementara jika perjanjian jual beli dilakukan secara online melalui rekber pada FJB 
Kaskus melibatkan setidaknya empat pihak yaitu buyer, seller, rekber dan kaskus.  
Dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah 
buyer, seller, dan rekber. Kaskus sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi 
yang dilakukan antara buyer, seller, dan rekber. Kaskus berperan sebagai penyedia tempat 
dalam mempertemukan ketiga pihak tersebut dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang 




Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, pelaksanaan 
perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus dilakukan dengan 
mengacu pada syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1313 yaitu dilakukan oleh tiga 
pihak yaitu buyer, seller dan rekber serta sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata berupa 
kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun ada 
kemungkinan salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak bisa terpenuhi yaitu mengenai 
syarat kecakapan para pihak, perjanjian yang jual beli secara online melalui rekber tetap 
berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak karena syarat 
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kecakapan termasuk dalam syarat subyektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi 
dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian 
tersebut dapat dimintakan pembatalan.  
Kedua, perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa 
rekber telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang 
yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai 
barang, dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain 
mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha 
antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum 
dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, dan Pasal 7 
mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang 
benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat 
penggunaan barang yang diperdagangkan. Sementara perlindungan hukum yang dapat 
dilakukan pihak kaskus apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam 




Pertama, para pihak baik penjual atau seller dan pembeli atau buyer yang 
menggunakan jasa perantara pembayaran rekber dalam FJB Kaskus dituntut untuk 
menerapkan asas kehati-hatian dan melakukan pemeriksaan terhadap rekber yang akan 
digunakan dengan memperhatikan popularitas dan pangkat yang dimiliki seorang rekber.  
Kedua, perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terkait cara bertransaksi dengan 
aman dalam e-commerce sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta 
melaksanakan transaksi e-commerce sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar 
terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. 
 
Persantunan 
 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: kedua orang tua tercinta atas doa, 
dukungan yang penuh baik moril maupun materiil. Saudara-saudaraku tersayang atas 
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